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Menimbang: a. bahwa untuk melakS%EaMREHmm Jf\li‘a}a; 467 ayat—1)
Peraturan Menterl/Da-l_am- ' iéeﬂ l:no!ﬁ 86 T Q/OH/tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalia |dan Etaluasi Pembangunan

0 | 5l s W P - 1L \ghs
Daerah,/T‘atafC/zﬂa Evaluasi aﬁcahggn Peraturan Daerah Tentang

Rencana APembapgl‘ihén‘; ‘J dg‘ﬁaj_ﬁénjéng Daerah dan Rencana
‘Pembangunan —Jangka| Ménefigah Daerah, serta Tata Cara
/Pegubahan; j?@hé;m?éfﬁbangunan Jangka Panjang Daerah,
ﬂRéncar;'a Pe )rrgﬁnan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
KKteg, f?grrre/rintah Daerah, perlu mengatur dan menetapkan

| | Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republi ndonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014~ en;ﬁﬁg emerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubhk»hidonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran. Ng:gara |Repubm{x‘1n onesia Nomor
5587), sebagaimana telah |d1ubah beberapa lka/h‘ terakhir-dengan
Undang-Undang- Nomor 9/ htm 2 15 teqtajgerdﬁahan Kedua

atas Und;ang-Und g N J%‘,aclf’n.’ln 2014 tentang
Pemcnntahqm eierah (LjEa egara Republik Indonesia
- MTaTlun 2015 Nomor 5%5 rnb‘ahan Lembaran Negara Republik

7.

10.

Indonesia Nomon 567@
Undang-Undan)g/Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

_Keuangan/emtara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lgubraran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

‘Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041};
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang -~

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Rem,ﬂaﬁﬁa
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); /
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahurf 019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Beflta’l‘{cgara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); [ C ‘/_
Peraturan Menteri Dalam N N 'NEEO&' ‘?ﬂ Tahu
Klasifikasi, Kodifikasi,~ I‘he 1
Pembangunan d{am/l Keuan an/| | - Dat
Tahun 2019 Nomor 90J; aiik L -

Peraturan Men erl Dalap egerilN¢ mor 77 Tahun 2020 tentang

Pgen@naan

) {Berita Negara

1\
1 I.
-

~ Pedoman Tek ‘Penge]ola h/&{euangan Daerah (Berita Negara

 Republik Indcm Eia Tahur2020 Nomor 1781);

]ﬂ'» Keputusan | Me teri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

tentang ‘Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

" Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

18.

19.

Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);

019 tentang



20. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022
Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: _—
£
2.

S.

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bupati adalah Bupati Jember.
Perubahan Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah y selanjutnya
disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Regca‘ a/Kb Pemerintah
Daerah Kabupaten Jember. |

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Da;r'

Perubahan Renja Perangkat Daera | d(;)ltu 1en | per,eﬁéanaan
Perangkat Daerah untuk per).ode 1 [sa a}ahuf | )

Rencana Kerja dan Anggarah Per'uﬂ? h W selanjutnya
disingkat RKAP”PD/ acta dok me pembahan perencanaan dan

penganggaran yang/ber1s1 pe:rubahan rencana pendapatan, rencana belanja
pmgfam keglatan dan /Sqlb kegIatan Perangkat Daerah serta rencana

- pemblayaayq sebagai dasa;/pényusunan APBD.

Dokumen/ Pe\laksanél/an “Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya dlsmgkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan,/ belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pq_l_aksanaan program, kegiatan, sub kegiatan oleh pengguna anggaran.

. —Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB 11
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen

perencanaan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun
RKAP-PD Tahun Anggaran 2022.

A [ yang. u's¢1a11| ya disingkat""
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BAB III
SUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3
(1) Uraian dan rincian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen Perubahan
Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari 66 (enam puluh enam) Renja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

//’/'...
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundaniei‘n(l’eréturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember
/ . 1

I |'
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Dite /ta mn ’ldl J e i
ﬁada nggal Y %V;\ Hf* /2022
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[ ‘ L/ /'
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-~ HENDY S
Diundangkan di Jember
/ pada tanggal U MUSfVS 2022

Pembma Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001
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27,
28.
29,
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31.
32.
33,
34.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR
TENTANG :

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA

26 TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN  PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN
2022

PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

Renja Dinas Pendidikan
Renja Dinas Kesehatan

Renja Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi

Renja Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung
Renja Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat
Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga d

an Sumber Daya Air

Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya—
-

Renja Satuan Polisi Pamong Praja

/ |

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan /

Renja Dinas Sosial

Renja Dinas Tenaga Kerja
Renja Dinas Komunikasi dan Informguka ~1
Renja Dinas Koperasi dan Usaha- Mzk[
Renja Dinas Penanaman Mac jal dan P yLeTIﬁ
Renja Dinas Kepemtfdaaﬂan Ol/%‘h a a‘
Renja Dinas Perpustaka d@n K arSIpsan
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. \

1 ‘ £l I |\ | _,/-""J-/
l MR

F‘e\mq dﬁ\jg ' 1ﬁ£u

-

Renja Dlnas Pemberdayaan Pei‘empuan, Perhndungan Anak dan Keluarga

_..---Berencana | l| HEs ‘-\/___- i

|

Renja Dinas ngkqngan Hidup

Renja D/mas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Renja Di inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Renja Dinas Perhubungan

_Renja Dinas Perikanan

Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Renja Sekretariat Daerah
Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Daerah

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Renja Inspektorat

Renja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Renja Badan Pendapatan Daerah



35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42,
43.
44,
45.
46.
47.
48,
49,
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

© 65.
66.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Renja Kecamatan Ajung

Renja Kecamatan Ambulu
Renja Kecamatan Arjasa
Renja Kecamatan Balung
Renja Kecamatan Bangsalsari
Renja Kecamatan Gumukmas
Renja Kecamatan Jelbuk
Renja Kecamatan Jenggawah
Renja Kecamatan Jombang
Renja Kecamatan Kalisat
Renja Kecamatan Kaliwates
Renja Kecamatan Kencong
Renja Kecamatan Ledokombo
Renja Kecamatan Mayang
Renja Kecamatan Mumbulsari
Renja Kecamatan Pakusari

Renja Kecamatan Panti

Renja Kecamatan Patrang

Renja Kecamatan Puger A

Renja Kecamatan Rambipuji //"':'./ / j

Renja Kecamatan Semboro o / ‘.1 [

Renja Kecamatan Silo 1 |.f'f J'\ N

Renja Kecamatan Sukorambi _---__,'_'f'l” [ /W ' / 5 \’f‘\ ) /

Renja Kecamatan Sukowono: Aar | [ ['"] | AN r jfj
U=

Renja Kecamatan Sumberbarw i | n ‘ g
Renja Kecamatan Sumbe; /]ﬁlmbe \
Renja_ Kecamatan Surnperx:éarl
Renja Kecamatan Tanggul

Renja Kecamatan Tempurejo---'
Renja Kecamatan Umbulsari
Renja KFcamatan Wuluhan

-
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ttd
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NIP. 19630215 199202 1 001
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